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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengeloan
dana desa yang terjdi saat ini dan menganilisis loophole sehingga dapat dibuat
desain pengelolaan dana desa. Desain sistem pengelolaan dana desa yang
direkomendasikan bertujuan untuk memperketat kontrol internal melalui
persetujuan APBDes yang didasarkan pada review dengan indikator-indikator
terukur. Sistem ini dirancang untuk meminimalisasi kecurangan oleh aparat
desa dengan mengintegrasikan data dan menggunakan e-katalog, yang
membuat mark-up anggaran mustahil dilakukan. Otorisasi seluruh pengeluaran
kas dan pembagian tanggung jawab antara bendahara desa, sekretaris, dan
penerima barang/penanggung jawab kegiatan memastikan dokumen
terverifikasi dengan baik. Selain itu, pelaporan dilakukan secara real-time,
memanfaatkan database yang mudah diakses tanpa harus menunggu per
semester.

Kata Kunci: Dana Desa, Fraud, Sistem Informasi Akuntansis

ABSTRACT

This research aims to understand the current process of village fund
management and analyze loopholes to design an improved village fund
management system. The recommended system design aims to strengthen
internal controls by approving the APBDes based on reviews with measurable
indicators. This system is designed to minimize fraud by village officials by
integrating data and using an e-catalog, making budget mark-ups impossible.
Authorization of all cash expenditures and the division of responsibilities
between the village treasurer, secretary, and goods receiver/activity manager
ensure proper document verification. Additionally, reporting is conducted in
real-time, utilizing an easily accessible database without the need for semi-
annual waits.

Keywords: Dana Desa, Fraud, Accounting Information System
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dana desa mulai dicanangkan pada 2015, melalui Undang-Undang No.6
Tahun 2014. Desa yang awalnya hanya dianggap sebagai objek pembangunan,
sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut “beralih fungsi” menjadi
subjek dan ujung tombak dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Desa diberikan kewenangan lebih untuk mengatur dan mengelola
keuangannya secara mandiri, diharapkan pembangunan akan mencapai hasil

yang lebih merata karena dimulai dari unit terkecil yakni desa.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa dengan
adanya dana desa telah terbangun 95,2 ribu kilometer jalan desa, 914 ribu
meter jembatan, sambungan air bersih sebanyak 22.616 unit serta penurunan
angka kemiskinan di pedesaan dari 14,09 persen menjadi 13,93 persen. Selain
itu, gini ratio di Indonesia juga turun dari 0,34 di tahun 2014 menjadi 0,32 di
tahun 2023. Peningkatan pembangungan dan penurunan tingkat kemiskinan

merupakan sebuah prestasi dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat desa.

Manfaat dana desa yang besar sudah sepatutnya diapresiasi, namun
dalam pengelolaannya Kementerian Keuangan mengakui masih adanya
kendala baik dalam penyaluran maupun penggunaan dana desa. Kendala yang
terjadi antara lain adalah tata cara perhitungan dana desa yang belum sesuai
ketentuan, laporan realisasi yang belum tersampaikan dengan baik kepada
masyarakat, penggunaan dana desa yang diluar prioritas, pemerintahan di desa
yang belum mengenal mekanisme uang persediaan, serta pemungutan dan

penyetoran pajak yang belum sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada.

Dilaporkan sekitar 10.000 aduan dari masyarakat tentang dugaan
penyelewengan dana desa telah diterima oleh satuan tugas dana desa, dan
penyelewengan ini apabila terbukti, berpotensi menyebabkan kerugian negara.
Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi, dana desa yang dikorupsi atau
diselewengkan sudah merugikan negara dalam jumlah yang tidak sedikit.

Kerugian negara pada tahun 2015 mencapai Rp 9,12 miliar, tahun 2016
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mencapai Rp 8,33 miliar, dan pada tahun 2017 mencapai lonjakan cukup besar,
yakni sejumlah Rp 30,11 miliar. Jumlah tersebut setara dengan alokasi dana
desa di APBN untuk 77 desa. Berikut merupakan beberapa kasus yang telah

masuk ke ranah pengadilan :

Tabel 1.1 Kasus Penyelewengan Dana Desa

No Kasus Sumber
Korupsi Dana Desa, Mantan Keuchik di Aceh Utara ) _

1. o ) Ajnn.Net Juli 2023
Divonis 4 Tahun Penjara
Kepala Desa di Labuhan Tangga Kec. Bangko Kab. Rohil ) )

] ] | Detik.com (2017) diakses

2. | menggelapkan 399 juta yang digunakan untuk keperluan pribadi,

o ] 14 September 2018
pajak tidak disetor.

3 Kepala Desa Bunder, Kecamatan Patuk, Kabul Santosa Kompas (2017) diakses 14
memasukkan dana desa ke rekening pribadi September 2018
Kepala Desa Banjarsari melakukan korupsi dengan cara ) )

o ) Detik.com (2017) diakses

4 membuat proyek fiktif, namun tidak ada satupun yang

) 14 September 2018
dilaksanakan
Aparatur Sipil Negara Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat )
] o Kompas Regional (2017)
dan Pemerintahan memotong anggaran dana desa senilai 15 juta )

5 ) ) diakses 14 September
rupiah dari 277 desa dengan alasan uang tersebut akan 2018
digunakan untuk membayar pajak

6 Korupsi Kas Desa Rp 52 Juta, Kades Sidoarjo Diserahkan ke news.detik.com (2018)
Kejaksaan diakses 27 Marert 2019

Berdasarkan pemantauan ICW, disebutkan bahwa dalam tiga tahun, mulai tahun 2015 hingga

semester 1 tahun 2018, terdapat 154 kasus penyelewengan dana desa. Terdapat 12 modus yang sering

digunakan dalam kasus korupsi dana desa menurut ICW vyaitu sebagai berikut :

Tabel 1.2 Modus Penyelewengan Dana Desa

No Modus Penyelewengan Dana Desa

1. | Membuat rancangan anggaran biaya diatas harga pasar

5 Mempertanggungjawabkan pembiayaan pembangunan fisik dengan dana desa
padahal proyek tersebut berasal dari sumber lain

3. | Meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan

4. | Pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten
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5. | Membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa dan jajarannya.

6. | Penggelembungan (mark up) pembayaran honorarium perangkat desa.

7. | Penggelembungan (mark up) pembayaran alat tulis kantor.

Memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas

desa atau kantor pajak.

9. | Pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun peruntukkan secara pribadi.

10 Pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat
" | desa

11. | Melakukan permainan (kongkalingkong) dalam proyek yang didanai dana desa.

12. | Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa.

Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)

Dwi Febri Arifiyanto (2014) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa hasil dari
pembangunan disukai dan disambut positif oleh masyarakat, sehingga sepatutnya program
dana desa harus terus bergulir namun manajemen pengelolaan dana desa dan transparansi
masih menjadi permasalahan dan harus dibenahi. Terdapat kesalahan dalam mekanisme
pengelolaan, penyaluran dan penggunaan dana desa yang tidak mengedepankan prinsip
internal control yang baik sehingga masih rawan penyelewengan, celah yang diciptakan
dalam pengelolaan dana desa seharusnya dapat menjadi alat untuk meminimalisasi risiko
penyelewengan. Wijayanti dan Hanafi (2018, 343) dalam penelitiannya juga mendukung dan
menunjukkan bahwa efektivitas internal control menjadi salah satu faktor yang
mempengaruhi kecenderungan fraud dalam keuangan desa.

BPKP pada tahun 2015 telah menciptakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
yang bertujuan untuk memudahkan pelaporan keuangan desa dan meminimalisasi
kecurangan yang terjadi dalam alokasi dana desa. Pada Desember 2018, BPKP dan
Kementerian Dalam Negeri telah mengklaim bahwa sudah 93% desa atau pada 95%
kabupaten/kota telah mendapatkan dana desa, namun temuan kasus korupsi yang terjadi
membuktikan bahwa masih ada yang salah dalam manajemen dana desa.

Masalah inilah yang perlu diperbaiki sehingga nantinya manajemen pengelolaan

dana desa menjadi lebih transparan dan akuntabel. Diharapkan manajemen dana desa juga

12



dapat mengintegrasikan sistem pengelolaan dana desa dengan data-data lain dan dapat
mengukur output serta outcome yang tercipta sehingga diharapkan dana desa menjadi

program yang dapat membawa Indonesia maju dari desa.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan
yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah bagaimana rekomendasi desain
sistem pengelolaan dana desa yang diperlukan untuk memperketat internal control

dalam sistem tata kelola dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah
yaitu untuk menghasilkan sistem pengelolaan dana desa yang dapat
memaksimalkan internal control yang ada serta dapat mengintegrasikan sistem

pengelolaan dana desa.

1.1 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan ini diuraikan menjadi manfaat teoritis dan manfaat

praktis, yaitu sebagai berikut:
14.1 Manfaat Teoritis

Penulisan ini dapat menjadi literatur atau referensi dalam melakukan
penulisan selanjutnya dan juga memberikan pemahaman baru dalam
perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia khususnya mengenai sistem

pengelolaan dana desa.
1.4.2 Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah dan
pihak terkait dalam pengelola sistem dana desa untuk membuat sistem yang
efektif dan efisien tanpa meninggalkan aspek internal control dalam
pelaksanaannya sehingga akan meminimalisasi penyelewengan dana desa dan

mengurangi kKerugian negara.
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